
ABSTRAK 

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi oleh banyaknya fasilitas yang 
diberikan oleh pemerintah bagi perusahaan, khususnya perusahaan yang 
berproduksi untuk orientasi ekspor. Salah satu fasilitas yang diberikan oleh 
pemerintah kepada para produsen–eksportir adalah fasilitas Kemudahan Impor 
Tujuan Ekspor (KITE) yang terbagi menjadi dua bagian yaitu berupa pembebasan 
dan pengembalian. Peraturan yang mengatur mekanisme fasilitas KITE tersebut 
adalah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 580/KMK.04/2003 sebagaimana 
telah diubah terkahir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor 15/PMK.011/2011 tentang Tatalaksana Kemudahan Impor Tujuan Ekspor 
dan Pengawasannya.  

Pada awal tahun 2012 pemerintah merubah lagi peraturan tersebut dengan 
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.04/2011 
tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang dan Bahan Untuk Diolah, 
Dirakit, atau Dipasang pada Barang Lain dengan Tujuan Untuk Diekspor. Namun 
perubahan peraturan tersebut dinyatakan kurang efektif tidak sesuai dengan yang 
diharapkan. Hal itu dapat dilihat dari penurunan pengguna fasilitas KITE tersebut 
dari 966 perusahaan menjadi 394 perusahaan dalam jangka waktu kurang dari 2 
tahun sejak berlakunya peraturan baru tersebut pada 1 April 2012. Hal tersebut 
dikarenakan tidak ada lagi insentif yang menarik bagi perusahaan antara lain 
seperti fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 

Sehingga pada akhir tahun 2013 pemerintah dalam hal ini Kementerian 
Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang juga bekerja sama 
dengan Direktorat Jenderal Pajak kembali merevisi peraturan terkait KITE berupa 
pembebasan menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 
Nomor175/PMK.011/2013 dengan harapan dapat menarik kembali minat para 
perusahaan untuk memperoleh fasilitas KITE. Salah satu insentif yang ditawarkan 
dalam peraturan baru tersebut yaitu diberikannya fasilitas tidak dipungut PPN. 
Sehingga perusahaan yang memperoleh fasilitas KITE berupa pembebasan 
tersebut cukup membayar PPh pasal 22 impornya saja, sedangkan bea masuk dan 
PPN impornya dapat dibayar dengan adanya penggunaan jaminan. 
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ABSTRACT 

This thesis is motivated by the many facilities provided by the government 
for companies, especially companies that produce for export orientation. One of 
the facilities provided by the government to the manufacturers exporters is Import 
Facility for Export Purpose (KITE) that divided into two parts, namely the form of 
liberation and return. Regulations governing mechanism KITE facility is Minister 
of Finance Decree No. 580 / KMK.04 / 2003 as last amended by Regulation of the 
Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 15 / PMK.011 / 2011 on 
Procedures Ease Import export purpose and supervision. 

In early 2012 the government changed the rules again to the Regulation of 
the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 254 / PMK.04 / 2011 on 
Exemption from Import Duty on Import of Goods and Materials for processed, 
assembled, or installed on other goods with the aim to be exported. However, the 
rule change is not declared is less effective as expected. It can be seen from the 
decrease in the KITE facility users from 966 companies into 394 companies in a 
period of less than 2 years since the enactment of the new rules on April 1, 2012. 
That is because there is no longer attractive incentives for companies, such as the 
facility is free Value Added Tax (VAT). 

So at the end of 2013 the government represented by the Ministry of 
Finance through the Directorate General of Customs and Excise who also worked 
with the Directorate General of Taxation re–revise related regulations KITE 
exemption into the Republic of Indonesia Minister of Finance Regulation No. 175 
/ PMK.011 / 2013, with the hope of pull back the interest of the companies to 
obtain KITE. One of the incentives offered in the new regulations that the 
facilities it provides are free of VAT. So the company that obtained an exemption 
KITE is enough to pay income tax article 22 of its imports, while the import duty 
and VAT can be paid with the use of collateral. 
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